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RINGKASAN 

 

UUPA No. 5 Tahun 1960 mewajibkan adanya prosedur pendaftaran tanah bagi 

setiap warga negara yang berkepentingan terhadap bukti kepemilikan atas tanah. 

Ketentuan ini juga mensyaratkan dibuatnya akta otentik oleh PPAT dalam setiap 

proses perjanjian yang megakibatkan pengalihan hak atas tanah dan satuan rumah 

susun.  

Berangkat dari kasus yang telah menghasilkan keputusan tetap oleh Pengadilan 

Negeri Kediri No. 38/Pdt.G/2020/PN KDR, penulis bermaksud mengangkat 

permasalahan berupa: Apa akibat hukum pada Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh 

Putusan Pengadilan? Selanjutnya, apakah Putusan Pengadilan dapat menjadi dasar 

balik nama pada Akta Jual Beli yang dibatalkan demi hukum? Penelitian ini 

ditujukan untuk mengkaji dengan pisau analisis ilmu hukum mengenai status 

kepemilikan atas tanah yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan dan meninjau 

aspek legal formal kedudukan dan kekuatan pembuktian akta PPAT yang batal oleh 

putusan Pengadilan. Dalam peneilitian ini, penulis memilih metode penelitian yang 

bersifat deskriptif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan 

atau statute approach, pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan analisa (analytical approach).  

Pada kasus yang melahirkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN KD terlihat 

bahwa AJB yang menyatakan proses jual beli antara pemilik tanah (Penggugat) 

dengan pembeli yang menduduki posisi Tergugat tidak melalui proses pembuatan 

AJB yang terkait dengan kewajiban bagi PPAT untuk membacakan isi-isi pokok 
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perjanjian di hadapan kedua belah pihak pihak. Pada sisi lain, Tergugat dan Turut 

Tergugat menunjukkan tidak adanya itikad baik dalam proses pembuatan AJB.  

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2016, AJB merupakan akta 

yang dibuat oleh PPAT dan bukti dilakukannya perbuatan hukum menyangkut hak 

atas tanah. Pasal 1320 KUHPerdata mengaskan persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam perikatn perjanjian. Bertolak dari ketentuan itu serta bukti dan fakta 

pengadilan, Hakim menetapkan bahwa AJB No. 26/X/P/JB/1989 dianggap batal. 

Selanjutnya, proses Balik Nama kepemilikan tanah dengan SHM No. 324 dari 

Penggugat ke Tergugat dianggap tidak pernah terjadi. 

Kata kunci: Akta Jual Beli, PPAT, Balik Nama, Pembatalan Akta, Putusan 

Pengadilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

 

ABSTRACT 

 

UUPA No. 5 of 1960 required a land registration procedure for every citizen 

who has an interest in proof of ownership of land. This provision also requires the 

PPAT to make an authentic deed in every agreement process that results in the 

transfer of rights to land and apartment units. 

Departing from cases that have resulted in a permanent decision by the 

Kediri District Court No. 38/Pdt.G/2020/PN KDR, the author intends to raise a 

problem in the form of: What are the legal consequences of a sale and purchase 

deed that is canceled by a court decision? Furthermore, can a Court Decision serve 

as the basis for transferring the name to a Sale and Purchase Deed that is canceled 

by law? This research is aimed at examining with a knife analysis of jurisprudence 

regarding the ownership status of land whose deed was canceled by the court and 

reviewing the formal legal aspects of the position and strength of proof of PPAT 

deeds which were canceled by a court decision. In this research, the authors chose 

a descriptive-empirical research method using a statutory approach or statute 

approach, a conceptual approach, and an analytical approach. 

In the case that gave birth to Decision Number 38/Pdt.G/2020/PN KD it can 

be seen that the AJB which stated the sale and purchase process between the land 

owner (Plaintiff) and the buyer who occupied the position of the Defendant did not 

go through the process of making the AJB related to the obligation for the PPAT to 

read out the contents -the main contents of the agreement in the presence of both 

parties. On the other hand, the Defendant and Co-Defendant showed no good faith 

in the process of making AJB. 

In accordance with Article 1 paragraph (4) PP No. 24 of 2016, AJB is a 

deed made by a PPAT and evidence of legal actions involving land rights. Article 

1320 of the Civil Code stipulates the requirements that must be met in an 

agreement. Based on this provision and the court's evidence and facts, the Judge 

determined that AJB No. 26/X/P/JB/1989 is considered null and void. Furthermore, 

the process of changing the name of land ownership with SHM No. 324 from the 

Plaintiff to the Defendant is considered never to have happened. 

 

Keywords: Notarial sale and purchase agreement, PPAT, transfer of title, null and 

void, court decision. 
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